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BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 38 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor .... Tahun 2 23 ten tang 
Pertanggungjawaban Pe1aksanaan Anggaran Penda patan dan 
Be1anja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran 
Per tanggun gjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapa tan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkunga n Propins i Djawa Barat (Be rita Negara Tanggal 8 
Agustu s 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nom or 4 Tahun 1968 tentang Pem bentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Su bang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tal11.baJ:laJ.1. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undfu"'1.g 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

5 . Undang-Undang Nomor 1 Tahu n 2 004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahu n 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4355) ; 

6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang 
Pem eriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keu angan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2004 
Nomor 66, Tambahan Lem baran Negara Republik In donesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem 
Perencanaan Pem b angunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu n 2004 Nom or 104, Tambahan 
Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 442 1); 

8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 ten tang 
Pemerintahan Da erah Lembaran Negara epublik 
Indones ia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 558 7) sebagaim ' n a telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undan g-Undang 
Nomor 6 Tahu n 2023 ten tang Pen etapan Peraturan 
Pemerin tah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
20 22 tentang Cipta Kerja menjadi Un ang-Undang 
(Lem baran Negara Repu blik ndon esia Ta.."'un 2023 Nomor 
4 1, Tam bahan Lem baran Negara epublik In don esia Nomor 
6856); 

9 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20 14 tentang 
Adm inis tras i Pem erintahan (Lem baran Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nom or 29 2, T m ba h a n Lembara n 
Negara Repub ik Indonesia Nom or 560 1) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Unda...n.g 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41 , Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Penge101aan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Penge101aan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Repub ik In donesia Tahun 2 0 12 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahu n 2 005 tentang 
Sistem Informasi Keuan gan Daerah (Lem bara n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Ta m bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 576), 
s ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pe erintah 
Nomor 65 Tahun 2 0 10 ten tang Perubahan atas Per a turan 
Pemerintah Nom or 56 Tahun 2005 tentang istem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 10 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara publik Indonesia Nomor 5155); 

14 . Peraturan Pemerintah Nom or 8 Tah n 2006 ten tang 
Pe1aporan Keuangan dan Kinerj a Instansi Pe erintah 
(Lembaran Nega ra Repu bli Indonesia Ta u 2006 
Nomor 25, ambahan Lem baran Negara Repub lik I donesia 
Nomor 46 4) ; 

15. Peratura n Pemerintah Nomor 5 Tahun 20 9 tentang 
Bant an Keuangan Ke ada Partai Pol" tik (Lembaran Negara 
Republik ndonesia Tah 2 0 9 Nom or 18, Tambaban 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia No or 4972), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terak h i dengan 
Peratu ran Pernerintfu~ ornOT 1 Tahun 20 18 tentfu"1.g 
Perubaha n Kedu a ata s Pera turan Pem erin t Nomor 5 
Tahun 20 9 ten a n g Bantuan K uangan k epa da Partai 
Politik (Lembaran egara Republik Indonesia Tabun 2018 
Nomor 1, Tambah an Lemb aran Negara Repu b lik Indonesia 
Nom or 61 7 7); 

16. Peraturan Pem ri tab Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republi Ind onesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tam bahan Lembara n Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

17. Peratura..Tl Pemerinta..h Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerab (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerab (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
In donesia Tah un 2017 omor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) s bagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nom or 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan a ta s Peraturan Pemerin tah Nomor 18 
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Ad m inistratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakya t aerah 
(Lem b aran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 N mor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ia 1 omor 
6847); 

20. Peraturan Pemerin tah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara epublik 
Indonesia Tahun 2018 mor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 61 78); 

21. Peraturan Pemerin tah Nomor 56 Tahun 20 18 tentang 
Pinjaman Daerah (Lemba an Negara Republik I donesia 
Tahun 2018 N m or 24 8 , Tambahan Lem baran Negara 
Republik Indone ia om or 6279) ; 

22 . r eratu a n Pemerintah NomoI" 12 Tahun 20 19 tentang 
Pengelo aan Keu angan Dae ah (Lembaran Negara Republik 
Indon e sia Tahu 2 019 mor 42, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik n onesia N m or 6322) ; 

23. Perat ran Pem rintah Nomor 13 Tahun 2 1 ten tang 
Laporan .1 e .lye1en ggaraan Pem crit, tahan Daera (Lembaran 
Negara epublik Indon esia Tahu n 2 19 N mor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 
6323); 

24 . Peraturan Presiden Nomor 16 Ta hun 20 18 tentang 
Pen gadaan Bara.TJ.g/ J asa Pemerintah (Lembara.TJ. N egara 
Repu blik Indon sia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana 
telah d iu bah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah 
(Lemba.raJl Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
63); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
ten tang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Perubah an a tas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Ca ra Penghitungan, 
Penganggaran dalam Anggaran Penda pa tan dan Belanja 
Daerah dan Ter tib Admin istrasi Pengajuan, Penyaluran dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan antuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik In d onesia 
Tahun 2020 Nom or 1777); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tah n 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nom en klatur 
Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan Daerah (Be rita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta h n 2020 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Ber ita Negara Republik Indonesia Tahu n 2020 
Nomo 781); 

30. Peratu an Daerah Kabupaten Ta sikmalaya omor 1 
Tahun 2016 tentan g Ta ta Cara Pemben tukan Produk 
Hukum Daerah (Lem baran Da rah Ka bupaten Tas ikmalaya 
Tahun 2 16 omor 

3 1. Peratu ran Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 4 
Tahun 20 19 ten ang Pengelola a n Barang Mili Daerah 
(Lembaran aerah Ka bu paten Tasikmalaya Tahun 2019 
Nom or 4); 

32 . Peraturan Daerah Kabu paten Ta ikma aya Nomor 10 
Tahun 2021 tentang An ggara n Pendapatan da n Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun An ggaran 2022 
(Lembaran Daerah Kabu paten Ta sikmalaya Tahun 2021 
Nom or 10); 

33 . Peraturan Daerah Kabupa ten Tasikm alya Nomor 8 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keu angan Daerah Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tas ikmalaya Tahun 2022 
Nomor 8) ; 

34 . Peratura.11. Daera.h. Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 
Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2022 Nomor 9); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor ... Tahun 
2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor. .); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2022 . 

Pasal1 

Laporan Realisa s i Anggaran Tabun Anggaran 2022 terdiri ata s: 
1. Pendapa tan 

a. Pen da patan Asli Daerah 
b . Pendapatan Transfer 

ain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Jumlah Pendapatan 

2. ja 
a . e1anja Operasi 
b . elanja Modal 
c . elanja Tidak Terdug 
d. Belanja Transfer 

J mlah Be an'a 
Surpl /Defis 't 

3. Pe biayaan 
a. Penerima 
b. Pengeluara n 

J umlah Pembiayaan to 
Sisa Lebih Pem biayaan Anggaran SiLPA) 

Pasa 2 

Rp305.27 5 .588.113,46 
Rp2.829.876 .9 .161,00 

Rp15.350. 5. 144,00 
Rp3.150.502.793 .4 8,46 

Rp2.184.268.734 .960,00 
Rp306.8 53 .259 .829 ,00 

p 15.926.09 .876,00 
p664.30 1.485.000,00 

Rp3 .17 1.349 .5 2 .665,00 
(R 20 .8 4 6.779.246,54) 

Rp195.927.222.535,46 
Rp30.499.999.145,00 

Rp 165.427.223.390,46 
Rp 144.580.444.143,92 

Ringkasan lap oran realis a si anggaran s ebagaimana d 'm aksud ala m Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran yang m erupakan ba gian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bu pa ti in i. 

Pasal3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dim aksud dalam Pasal 2 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang m erupa kan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 



Pasal4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang 
Peraturan Bupati Ini 
Kabupaten Tasikmalaya. 

mengetahuinya, memerintahkan 
dengan penempatannya dalam 
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pengundangan 
Berita Daerah 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 38 



Kode Uraian 
Jumlah (Rp) Bertambah! Berkurang 

Anggaran Realisasi (Rp) (%) 
5.4 BELANJA TRANSFER 666.935.108.517,00 664.301.485.000,00 (2.633.623.517,00) 99,61 
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 10.649.586.517,00 8.847.620.000,00 (1.801.966.517,00) 83,08 
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 656.285.522.000,00 655.453.865.000,00 (831.657.000,00) 99,87 

SURPLUS! DEFISIT (165.427.222.535,00) (20.846.779.246,54) 144.580.443.288,46 12,60 

6 PEMBIAYAAN DAERAH 100,00 
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 195.927.222.535,00 195.927.222.535,46 0,46 100,00 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 195.927.222.535,00 195.927.222.535,46 0,46 100,00 
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 30.500.000.000,00 30.499.999.145,00 (855,00) 100,00 
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 100,00 
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 20.500.000.000,00 20.499.999.145,00 (855,00) 100,00 

PEMBIAYAAN NETO 165.427.222.535,00 165.427.223.390,46 855,46 100,00 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 
BERKENAAN (SiLPA) 0,00 144.580.444.143,92 __ '----___ 144.580.444.143,92 0,00 

- - --- - - ------- - _._----_ . -



Kode Uraian 
Jumlah (Rp) Bertambahl Berkurang Dasar Keterangan 

Anggaran Realisasi (Rp) (%) Hukum 
8.01 .8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04.5 .1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang 2.325.000.000,00 2.325.000.000,00 0,00 100,00 

Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Soslal yang Dibentuk 
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 

8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelljen, 
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar 
Negara, Fasilitasl Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, selta Penanganan Konflik di Daerah 

8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5 .1 BELANJA OPERAS! 600.000.00000 600.000. 000 00 0,00 10000 
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.01 Belanja PElgawai 14.860.00000 14.860.00000 000 10000 
8.01 .8-01.0-00.0-00.01 .06.2.01.05.5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertlmbangan Objektif 14.860.000,00 14.860.000,00 0,00 100,00 

Lalnnva ASN 
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5 .1.01.03.07 Belanja Honorarium 14.860.000 00 14.860.000 00 000 10000 
8.01 .8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 

Keuangan 
8.01 . 8-01.0-00.0-00.Dl . 06.2.01.05.5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000 00 1.360.00000 0,00 10000 
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 585 .140.00000 585.140.00000 000 10000 
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.01 Belanja Barang 152.469.00000 152.469.000 00 000 10000 
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5 .1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 152.469.000,00 152.469.000 00 0,00 10000 
8.01 .8-01.0-00.0-00.01 . 06. 2.01.05 .5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 15.199.000,00 15.199.000, 00 0,00 100,00 

8.01 .8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5 .1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan 1.470.000,00 1.470.000, 00 0,00 100,00 
Cover 

8.01 .8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 675.00000 675 .00000 000 10000 
8.01 .8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.01.01.0052 BelanJa Makanan dan Minuman Rapat 115.125.000,00 115.125 .00000 000 100,00 
8.01 .8-01.0-00.0-00.01 .06.2 .01.05.5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktlvitas Lapangan 20.000.000 00 20.000.000 00 000 100,00 
8.01 .8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.02 Belanja Jasa 390.650.000 00 390.650.000 00 000 10000 
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 .06.2.01.05.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 167.600.000 00 167.600.000 00 000 10000 
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2 .01.05 .5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 167.600.000,00 167.600.000,00 0,00 100,00 

Pembawa Acara dan Panitia 
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01.05.5.1.02.02 .12 BelanJa Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 223.050.000,00 223.050.000,00 0,00 100,00 

serta Pendidikan dan Pelatihan 
8.01 .8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05 .5.1.02.02.12.0002 Belanja Soslalisasi 223.050.000 00 223.050.00000 000 10000 
8.01 .8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05 .5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42 .021.000 00 42.021.000 00 000 10000 
8.01 .8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05 .5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.021.000,00 42.021.00000 0,00 100,00 
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05 .5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 42.021.000 00 42.021.00000 0,00 10000 

IJUMLAH BELANJA 65.140.172.150,00 61.337.803.483,00 (3.802.368.667 00) 94,16 

I SURPLU" , \ Lll:r &;J&, } (65.140.172.150,00) (61.337.803.483,00) 3\.~02~68.667,00 94,16 
-" .-::--....! '.", 
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